BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 613 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA KLANTINGSARI

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 huruf d Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor S5 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020, Kepala
Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya;

. bahwa sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo

tanggal 08 Oktober 2021 Nomor : B/4058/X/
RES.3.3/2021/Satreskrim,  Perihal : Pemberitahuan
Penetapan Tersangka, Sdr. WAWAN SETYO BUDI UTOMO
Kepala Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten
Sidoarjo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara
dugaan tindak pidana Korupsi dengan cara melakukan
pungutan liar dalam program penerbitan sertifikat secara
masal melalui program PTSL di Desa Klantingsari
Kecamatan Tarik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pemberhentian Sementara Kepala Desa Klantingsari
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan
Bupati,

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indo}nesia Tahun 2011 Nomor 8?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tah;un 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20141 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11/ Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang 1Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dallam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan K dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 60), sebagaimal;'la telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015
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tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten  Sidoarjo
Nomor 108);

8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor S5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92);

Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo tanggal 08

Oktober 2021 Nomor - B/4058/X/RES.3.3/
2021/8atreskrim, Perihal : Pemberitahuan Penetapan
Tersangka;

Surat Camat Tarik Nomor : 141/712/438.7.12/2021,
tanggal 19 Oktober 2021 perihal: Laporan Perkembangan
Kepala Desa Klantingsari;

Surat Badan Permusyawaratan Desa Klantingsari
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Oktober
2021 Nomor : 32/BPD/9/2021 Perihal : Permohonan
Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan sementara Saudara :

Nama : WAWAN SETYO BUDI UTOMO
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidoarjo, 9 Agustus 1976
Pendidikan . SMA

dari jabatan Kepala Desa Klantingsari Kecamatan Tarik
Kabupaten Sidoarjo.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diktum
kesatu berlaku sampai dengan adanya keputusan Bupati
lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, atau
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,




